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| PESPKTIFHUKUMASURANSIBDONESIA

Oleh: meDiSrl R@d_]ﬁ’kl Han‘ona SH i

- Pada era global sekarang ini industii asuransi merupakan salah sat industri

jasakeuangan yang makin dibutuhkan masyarakat. Masyarakat mulai menyadari
bahwa risiko yang dihadapi baik risiko pribadi maup«n risiko-risiko kolektif
termasuk risiko korporasi inenjadi satu hal yang tidak dapat diabaikan begiti:
saja dan yang tidak dapat diatasi sendiri. Oleh karena itu jasa asuransi dari
industri asuransi mulai menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Berangkat
dari fenomena yang ada di dalam masyarakat tersebut, maka industri asuransi
mulai mengembangkan bisnisnya dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat atas jasa proteksi risiko yang selala bertambah sesuai dengan
majunya ilmu dan teknologi. Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat pasti
ditkuti dengan pertumbuhan dan beragamaya jenis risiko yang dihadapi oleh
masyarakat itu sendiri. Hal ini akan memberi kesempatan bagi industri asuransi
untuk selalu melakukan inovasi baik pada produk maupun pada metoda
pemasarannya.

Industrt asuransi di Indonesia mengalami pasang suret, sejalan dengan
perkembangan permintaan konsumen. Sedangkan minat Konsumen sangat
dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari faktor-faktor sosial-ekonomi;
pendidikan dan cara pandang terhadap risiko masa depan.

Pertumbuhan industri asuransi, disamping dipengaruhi oleh kondisi
ekonomi dalam negeri. juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi internasional,
khusus pada industri financial internasional. Sedangkan faktor dalam negeri
yang mempengarvhi pertumbuhan industri asuransi antara lain adalah -

- Adanya perubahan kebijakan ekonomi Negara, khusus kebijakan keuangan
dan moneter dalam negeri;

- Adanya fasilitas yang diberikan oleh regulator terhadap industri jasa
kevangan, termasuk jasa asuransi;

- Situasi ekonomi dalam negeri, termasuk tingkat kemampuan ekonomi
masyarakat yang relatif sangat fluktaauf.

Salah satu faktor berkembangnya industri asuransi adalah adanya
kesadaran masyarakat tentang arti manfaat asuransi terhadap masa depan.
Sampai saat ini keadaan menunjukkan bahwa perangkat peraturan yang
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Perspektif Hukum Asuransi

‘mengatur industri asuransi dalam pengertian [uas maupun dalam
pengertian terbatas khusus. hubungan hukum para pihak dalam pengertian
-asuransi, diaturdalam dua sumber hukum utama. Kedua sumber hukum tersebut
adalah pertama perangkat peraturan diluar kodifikasi yaitu yang meliputi
perangkat hukum yang sifatya mengatur. tentang eksistensi industri asuransi
-dalamrangka mehndung1 msab'ih asuransi dan masyarakat pada umuimya dan
-y‘mg kedua perangkat peraturan di dalam kodifikasi, dalam hat ini Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata khusus tentang perjanjian sebagai ketentuan umuim
perjanjian dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu mengatug hubungan
-'-.hukum para. pxhak, dalam perjanjian asuransi, mengatur tentang hak. cian
kewajiban dan dokumen perjanjian asuransi. o o

Dalam era ekonomi global seperti sekarang ini, bagaimana prespektf
hukum asuransi di masa depan ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut harus
'berangkat dari filosofi asuransi itu sendiri. Asuransi adalah satu metode
mengatasi risiko dengan cara mengalihkan atau mentransfer risiko kepada pihak
lain (dalam hal ini perusahaan asuransi). Risiko tertane goung dialihkan kepada

:penanggug/pemsahaan asuransi dengan suatu peqanjian

Pemahaman fer hadap hukum asuransi pada masa kedepan harus berangkat
dari dua kepentingan yang ber hadapan dengan kepentingan yang berlawanan.
Persoalan utama yang harus dapat dicapai adalah bagaimana keseimbangan
kepentingan dapat dicapai; sehingga system peralihan risiko dapat terjadi dengan

aman bagi semua pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan, terutama karena
ingkar janji.

- Oleh karena itw hukum asuransi diharapkan mampu mengatur:
- Keseimbangan kepentingan publik dan kepentin gan privat secara
proporsional dan berimbang;
- Perlindungan terhadap kcpentmgan nasabah asuransi dengan tepat.
- Jaminan pembayaran dengan benar dan tepat wakiu.
- Pengamanan bisnis asuransi dengan baik dan tepat.

2. Indusiri Asuransi dan Perangkat Hukuemnya

| Industri asuransi di Indonesia saat ini sebagaimana industri di bidang finansial
- padaumumnya relatif sangat maju dan berkembang dengan jumlah perusahaan
yang semakin banyak disertai produk yang makin bervariasi. Dengan demikian,
masyarakat dapat memilih pada berbagai kemungkinan ter hadap jenis
penawaran jasa asuransi yang makin beragam.
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Dlsampmo itw, masyarakat Juga masih dapat melakukan pﬂman
-atas sistem bisnis asuransi dengan s;stem “konfensional” yang:merujuk
i -pada sistem asuransi pada hukam perjanjian perahhan 1'1511\0 atau apalxah memlhh
-mstem asuransi yang memjuk pada Hukum Islam. - :
_ Dlsampmg itu, penawaran terhadqp ja.sa asur an31 sekarang ini IEblh banyak
-dengaﬁ kerjasama, meng unakan jasa- gasa keuangan yang lain. Jasa keuangan
.. yang dlmanfaaﬂ\an guna pemasaran }'lSa asuransx khusus untuk asm ans; jiwa
' "adalah L jasa perbank'm danjasa ledsmg Wl
g d_da metode ini; pada satu sisi: pemsahaau asuransi dapat melmskan
o pangsa pasarnyamelalui usaha pemankan sedanglkan bank dapat mengamanl\an
bisnisnya dengan adanya* Jjaminan” yang jelas dan pasti, karena adanya p@ral ihan
nszko dari nasabah.
Dengan demﬁqan mdusm asurans1 d1 Indonesza dapat bersmergl denoran
mdusm perbanlxan yang bcrdampak posmf baik pada industri peibankan dan
industri asuransi, maupun bagi | masyarakat pengguna jasa asuransi dan  jasa
pezbank‘m pada umumnya. . _ -
Industriasuransi di Indonesia secara wnum telbuka jugabagi Penanaman
Modal Asing. Hal ini pasti memmbulkan berbaﬁeu dampak posmf maupun
dampak negatif. '
' Adapun dampak p()‘;;ufnya adalah sebagai berikut :
-1 3'Masyarakat mempunyai plhhan yang relatif banyak dalam persamtran yang
posmf sehmgga mendapat j gcms produk yang terbaik dan teraman.
- Terjadi persaingan usaha yang sehat diantara perusahaan asur ansi, baik
diantara perusahaan-perusahaan nasional, patungan maupun asing. -
- Memberikan kesempatan usaha-dan bekerja pada berbagai usaha yang
- dapatbersinergi dengan usaha asuransi. : :

Adapun dampak pegatifnya antara lain adalah :
- Terjadi persaingan tidak sehat diantara perusahaan asuransi untuk
memperoleh nasabah baru dan atau mempertahankan pangsa pasar,
- Mengabaikan kewajiban perusahaan terhadap persyaratan teknis asuransi
yang dapat merugikan konsumen.
- Tidak semua perusahaan asuransi menutup perjanjian re-asuransi karena
berbagai alasan.

Indusiri asuransi yang terus berkembang dalam rangka memenuhi
kebutuhan masyarakat, pada dasarnya perlu diikuti dengan perangkat peraturan
yang sifatnya memberi perlindungan. Perlindungan tersebut diberikan kepada
dua sisi sekaligus, yaitu kepentingan masyarakat luas dan kepentingan nasabah
serta kepentingan industri dan pengembangan industri asuransi pada umumnya. |
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~Peran gkat peraturan yaug memberi perlindungan kepada kepentingan luas

' yang sifatnya mengatur, mengawas dan meiakukan pembmaan sekaligus
_terhadap masyaiakat luas antara lain : R

-~ Pengaturan-terhadapindustri asuransi agar benar-benar menjadl industri
: kepercayaan antara lam pengannan yanﬁ sxf'n:nya mengawr dan memberzkan
'San}\.Si S : :

e Adanya Saminan Leselamatan dana masymakat sebdoaz pembayalan

) perdhhan nsxko

- karena terjadmya risiko. Kewa;zban-lxewaglban tekms yanfr hzu us dlpenuln
oleh perusahaan asuransi. - = : :

- . Adanya tmdakan atas pengawasan yang beneu dan baik dan tidak

menyimpang darjanji-janji yang diberikan,

Secara tradisional, hukum asuransi dikelompokkan sebagai bagian dari
hukum perdata, termasuk kajian hukum Dagang. Hal ini beralasan, karena
asuransi hanya dikaji dari aspek hukum perjanjiannya saja. Asuransi dikaji dari
aspek hubungan hukum para pihak yaitu penanggung dan tertanggung.

*“Menurut pendapat penulis, harus ada perubahan terhadap kajian hukum
asuransi. Pendekatan terhadap hukum asuransi harus dilakukan dengan metoda
pendekatan yang komprehensif dengan dua pendekatan sekaligus baik den gan
metoda pendekatan makro dan metoda pendekatan mikro. Adapun alasannya
adalah karena hukum asuransi merupakan bagian dari hukum ekonomi.

---Hukum ekonomi adalah perangkat peraturan yang mengatur kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Asuransi merupakan salah satu
kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi perlu adanya campur tangan N egara
agar tetap terjaga keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dengan
demikian dibutuhkan berbagai peraturan agar industri asuransi dapat berjalan
sebagaimana mestinya. Keseimbangan kepentingan yang dapat dicapai berarti
terjadilah pencapaian keadilan dalam kegiatan ekonomi pada umunya,
termasuk dalam industri asuransi. Adapun perangkat hukum yang dimaksud
adalah:

1. Perangkat hukum (perdata) yang mengatur hubungan hukum antara para
pihak dalam perjanjian asuransi, yang terdiri dari :
a. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi;
b. Syarat dan prosedur sahnya perjanjian asuransi;
¢. Syaratdan prosedur sahnyaklaim yang diajukan;
d. Dokumen yang harus dipenuhi oleh para pihak.
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' 3 KeputusanMenteuKeuangan : A R % :
E | KMK No., 426/KMK /2003 tentancr Penzman UbElhd dan Kelembavaan
o PemsahaanAsmansi dan Pem%ahaan Reasuran51 &

2 Pel alwkat hukum yanc men gatur mdusm dan peru%ahaan a’surami yzmo
i _.._terchn dari :

b
< Usaha Perasuransmn dan oo
' Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tenlanc Perubahan 'Atas

=

Uncidncerndan& No 2 Tahun 1992 tentano Usaha Pel asurcmaan
Peraturan Pemerintah No. 73: Tahun 1992 tentang Penyeleng—garaan

L Peraturan Pemeﬂntdh No. 73 Tahun 1992 tentang Penyeien g._:_garaan

s Usaha Perasuranslan

e X

KMEK No. 421/KMK/2003 tentang Penilaian Kemampu'm dan
Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Pernsahaan Perasuransian:

- KMEK No. 422/KMK/2003 tentang Penye}enggaraan Us‘lhd
: '.Pemsahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
~KMK No. 423/KMK/2003 tentang Pemeriksaan Pez usahaan

Perasuransian.

- KMK No. 424/ KMK/2003 tentang Kesehat'm Keuangan Perusahaan
1o cAsuansi dan Perusahaan Reasuransi; dan

o KMEK No. 425/KMEK/2003 tentang Perlzm‘m dan Penyelengg'u aan
. Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;

4. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan

a

b,
" tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumumdn Laporan
- Keuangan Perusahaan Perasuransian;
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Keputuan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. 53/LK/1999

tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas;
Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. 5289/1.K/1993

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Kenangan No. 1298/L.K/1993

" tentang Perubahan Atas Keputusan Dirckiur Jenderal Lembaga

Kenangan No. 5289/1.K/1993 tentang Bentuk dan Susunan Laporan
Serta Pengumurnan Laporan Keuangan Perusahaan Perasuransian;
Keputasan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. 1297/LK/2000
Retenst Sendiri Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
beserta lampiran;

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. 4499/1.K/2000
tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi dengan system Syariah;




Perspekiif: Halum Asuransi

f Sm at-Direktur 5 endeml Lembaoa Keuangan No. S-4212/LK/2000

 tentang Petunjuk PBHUES].EH} Lapor: an Keuangan Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasumnm SHEEE &

i Kepumsan Direktur Jenderal Lembaga Keuancr’m N 0.2 833/1,1{12003

1 angga] 12 Mei 2003 tentang “?edoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip

; ‘Mengenai Nasabah pada Lembaga Kuangan Non Bank”; dan

c _h. Lampiran SKDJEK No. 2833/LK/2003 tanggai 12 Mei 2003.

" Pedoman PMN Perusahaan Asuransi - :
- Pedoman PMN Perusahaan Reasuraml :
- Pedem’m PMN Pemsahaan Pialang Asuransi,

' -tzb'-. : i. '.

3. Pferspekﬁf Hukum Asﬂr_ansi Indonesia

dean terhadap Hukum Asuransi Indonesia ke depan perlu dilakukan
perubahan yang mendasar, terutama dari metoda pendekatannya. Hukum
asuransi tidak hanya dikaji dari sisi perdata saja, khusus dari sudut perjanjiannya
saja, sehingga hukum asuransi hanya dilihat sebagat bagian dar hukun dagang/
hukum bisnis, sebagaimana sekarang ini.

Hukum asuransi tidak dapat dikaji hanya seputar perjanjian asuransi dan
pembahasannya terbatas pada hak dan kewajiban para pihak.

Menurut pendapat penulis, hukum asuransi sekarang perdu ditempatkan
pada posisi yang lebih luas, yaitu dikaji dalam ruang lingkup hukum ekonomi.
Hukum Asuransi adalah bagian dari hukum ekonomi, yaitu perangkat peraturan
yang mengatur kegiatan ekonomi oleh pelaku ekonomi. Hal ini dapat dipahami,
karena asuransi merupakan salah satu kegiatan ekonomi, asuransi adalah
transaksi risiko dari masyarakat kepada perusahaan asuransi.

Mengingat hukum asuransi adalah bagian dari hukum ekonomi, maka porsi
hukum publik, yaitu sebaﬂlzm dari funGSI hukum Administrasi Negara, kebijakan
publik juga perln mend'zpat tempat yancr cukup disamping hukum perjanjian
asuransi.

Jadi hulum asuransi tidak semata-mata dipandang dari ranah privat, tetapi
jugadikaji dari ranah publik sekaligus, dengan metoda pendekatan makro sesuai
dengan konsep bahwa hukum asuransi merupakan bagian dari hukum ekonomi.

Pada dasarnya asuransi dapat ditelaah dari fungsinya yang saling
menciukun g, sehingga mampu mengkukuhkannya berposisi dalam ruang lingkup
hukum ekonomi. Kedua fungsi asuransi yang dimaksud adalah sebagal berikut:
Pertama asuransi adalah sebagai lembaga yang mampu menyerap dana dari
masyarakat/konsumen/nasabah.
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“Kedua asuransi adalah sebagai lembaga (dalam hal ini perusahaan asurzmsz)
yan g sengaja didirikan untuk menerima perahhan risiko dari masyarakat/
konsumen/nasabah karena perjanjian.

. Sebagai suatu lembaga asuransi sesungg uhnya berada dalam ciua bidano
sekah gus yaltu sebagzu iembaga ekono;m dan sebagai iembaga hukum

Bagan Teiaah Hukum Asmansa Sebacm Bagnan
' Dam Hukum Ekomzm : PN

NEGARA

Mempunyai wewenang untuk
—¥ mengatur

¥ Undang-Undang Perasur&ﬁéidn
B R ¥ Undang-Undang Pcrhnduncan
Ranah Publ:k Konsumen
Undang-Undang

vy

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah

Keputusan Menteri
Keuangan i

Surat Keputusan Menteri

- Hubungan léu}\um
Para Plhak

Penanggung L
R . ./ DA SR Ve ) Tertanggung/ .
Asuransi/ @ Rawmir privat Nasabah
Industri Asuransi l T T T T l Masyarakat

Perjanjian-Perjanjian Asuransi

- Perjanjian Asuransi Kerugian
- Perjanjian Asuransi Jiwa

- Pegjanjian Koasuransi

- Perjanjian Reasuransi

- Perjanjian Retrosesi

Dari bagan tersebut di atas dapat diikuti struktur hukum asuransi yang
dapat dijelaskan bahwa hukum asuransi pada hakekatnya merupakan baglan
dari hukum ekonomi; apabila dikaji dengan meteda pendekatan makro, karena
meliputi dua ranah hukum sekaligus, yaita ranah publik dan ranah privat ranah.
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Hukum Asuransi pada ranah hukum pubhk yaitu apabila dirjuk kepada

o permgkat hukumyang mengatur, mengawas; dan membina usaha: asuransi. '

- .'Keclatan usaha asuransi dan akibat hukum yang timbul dari usaha asuransi
: pada Lunumya memmbull;an berbagal akibat. Salah satu akibat yang paling
 dominan adalah akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah terutama
yang menyanﬁkut tangguncr jawab dan I\ewajlban tertentu, o

-Kewajiban pemsahaan asuransi texhadap nasabah-nasabahnyaantaralain -

- -.':-membayﬂf iepat walctu dan sebagzunya :
o Dard bagan di atas hukum asuransi tidak hanya dﬂ{r‘.}.jl dari aspek perciata

B _dan hukum perjanjian asuransi semata-mata, tetapi harus dikaiji lebih lnas lagi.
Keluasan kajian tersebut dalam rangka perlindungan terhadap kepentingan para
pihak dan kajian terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat.

Usaha Asuransi adalah usaha yang dijalankan oleh perusahaan asuransi
yang merupakan salah satu pihak dalam perjanjian asuransi.

Hukum asuransi pada ranah hukum privat yaitu perangkat hukum yang
mengatur hubungan hukum antara Penanggung/Perusahaan Asuransi dengan
nasabah/Tertanggung yang secara khusus mengatur tentang perjanjian para
pihak, meliputi syarat dan prosedur serta dokumen perjanjian asuransi ;

- hak dan kewajiban para pihak

- dokumen perjanjian dan syarat yang diperjanjikan

- syarat-syarat perjanjian yang bersifat baku

- prosedur perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Padaranah privat, tekanan kajiannya adalah pada kepeniingan para pihak.
Meskipun demikian, kepentingan para pihak yang seimbang perhu dijamin oleh
perangkat peraturan yang bersifat publik.

4. Penutup

Pada dasarnya dibutuhkan beberapa perubaban dalam mempelajari hukum
asuransi kedepan batk mengenai metoda pendekatan maupun hubungan hukum
para pihak.

Mengingat posisi hukum asuransi menjadi penting baik dari aspek ekonomi
dan dari aspek hukum, maka metoda pendekatan hukum asuransi harus
dilakukan dengan dua metoda sekaligus, yaitu metoda pendekatan makro dan
metoda pendekatan mikro.

Kedua pendekatan tersebut menjadi sangat bermanfaat dilaksanakan
dalam rangka memperoleh hasil kajian yang kompiehensif, mengingat
perkembangan hukum ekonomi menjadi makin pesat dan terbuka. Disamping
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iy, hukum perdata Indonesm termasuk hukum Dagang dan hukum Blsms
'Indonema selalumener ima pf:ncramh dari swtem hukum lain. e

Dengan demikian prospek hukum asuransi dalam kajian hukum ekonom;

: _c:lzm hukum b18m°, sif: atnya sangat te}:bukd sehingga akan menjadi satu bidang

k“iJlan yano Ielauve cukup lms dan menan_k ARE ISP oy
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